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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Sesuai hasil analisis dan pembahasan diatas maka penelitian ini 

berkesimpulan bahwa : 

1. Faktanya berdasarkan hasil analisa terlihat bahwa pemerintah 

mencanangkan beberapa program terkait dengan pengentasakan 

kemiskinan yang mana program program tersebut melibatkan 14 OPD 

dan terdiri dari 39 program utama yang telah di alokasikan anggarannya 

untu kemiskinan 

2. Program-program yang didukung oleh anggaran besar  untuk 

kemiskinan banyak yang belum sesuai atau belum sejalan dengan 

strategi program kemiskinan yan telah dituangkan dalam Peraturan 

Bupati  No 16 Tahun 2017  

3. Anggaran yang teralokasikan yaitu pada progra Program Wajib Belajar 

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Upaya Kesehatan 

Masyarakat, Program Pengemba ngan Kinerja Pengelolaan Air Minum 

dan Air Limbah, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program 

peningkatan ketahanan pangan, Program Pengembangan Perumahan, 

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan, Program 

Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Optimalisasi Pengelolan 

dan Pemasaran Produksi Perikanan, Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
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4. Adapun Program program yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati 

No. 16 Tahun: Akses  penerangan listrik, bantuan modal usaha ekonomi 

produktif, bantuan perlindungan rasa aman, santunan kematian, bantuan 

akses informasi, dan bantuan lain yang tidak mengikat. 

5.2 Saran 

Adapun beberapa rekomendasi saran terkait hasil analisis diatas penulis 

merekomendasikan saran sebagai bereikut : 

1. Terkait kesesuaian pengaanggaran pemerintah diharapkan dapat lebih 

memerhatikan daerah dengan melakukan riset dan evluasi terhadap 

keaaan kemiskinan di dearah agar penganggaran di setiap aspek aspek 

dapat berjalan dengan baik dan sesuai. 

2. Upaya pemerintah kabupaten gorontalo utara dalam memantau dan 

evaluasi yang lebih baik juga dapat mengidentifakasi kemiskinan 

dalam perancangan program program.  

3. Perencaan program harus dipastikan untuk dapat ditingkatkan sehingga 

dapat memberikan manfaat yang nantinya bisa dapat disesuaikan 

dengan apa yang menjadi prioritas pemerintah. 

4. Pemerataan program bantuan tunai kepada masyarakat untuk 

menjangkau keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga miskin 

5. Memperhatikan anggaran pemerintah yang sering mengendap disatu 

aspek agar semua aloaksi berjalan dengan baik. 
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